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ABSTRAK  

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011TENTANG 

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT 

DI DESA ROWOREJO KEC. NEGRIKATON KAB. PESAWARAN 

 

OLEH :  

 

NUR KHASANAH 

NPM : 1802090025 

 

 Penelitian ini berjudul "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa 

Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran." Latar belakang dari 

penelitian ini adalah pentingnya peran zakat bukan hanya sebagai kewajiban 

keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengentaskan 

kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2011 hadir sebagai landasan hukum yang mengatur pengelolaan 

zakat agar lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan 

umat. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

implementasi undang-undang tersebut dilaksanakan di tingkat desa, serta 

menganalisis efektivitasnya dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya di 

Desa Roworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan 

dalam penelitian ini terdiri dari pengelola zakat, tokoh agama, aparat desa, dan 

masyarakat penerima manfaat zakat. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 

23 Tahun 2011 di Desa Roworejo masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya 

untuk mengelola zakat secara lebih terstruktur melalui lembaga amil zakat lokal, 

tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya 

manusia, serta minimnya sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah desa 

menjadi hambatan yang cukup signifikan. Namun demikian, zakat yang berhasil 

dihimpun telah dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti bantuan modal 

usaha kecil dan pelatihan keterampilan, yang secara bertahap memberikan 

dampak positif bagi ekonomi penerima manfaat. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi undang-undang 

ini membutuhkan penguatan dari segi sosialisasi, peningkatan kapasitas 

kelembagaan, serta kolaborasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan agar 

potensi zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat 

di tingkat desa. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi. 
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MOTTO 

 

Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan sedekah dan hadapilah 

segala cobaan dan bahaya dengan doa serta rendah hati 

 

"Your only limit is your mind." 

Artinya: Satu-satunya batasanmu adalah pikiranmu sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang 

memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai 

kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, zakat tidak hanya berfungsi 

sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat 

mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

khususnya bagi kelompok yang kurang mampu. Dalam konteks perekonomian 

global yang terus berkembang, peran zakat semakin penting dalam 

menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. 

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini bertujuan 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat sehingga dapat 

berkontribusi secara optimal dalam mengentaskan kemiskinan serta 

memberdayakan ekonomi umat. Melalui regulasi ini, pemerintah bersama 

dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat 

(LAZ) memiliki peran dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan 

zakat secara lebih profesional dan terstruktur. Dengan adanya regulasi yang 

jelas, diharapkan zakat dapat berperan lebih aktif dalam mendukung sektor 

ekonomi produktif masyarakat yang membutuhkan.
1
 

                                                           
1
 Badan Amil Zakat(Baznas),”Tentang  Zakat ,Jenis Zakat Dan Asnaf Penerima Zakat” 

Diunduh Pada Tgl 22 Mei 2025 
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Pada tahun 2023 baznas pesawaran telah memberikan dana zakat senilai 

Rp3.507.030.831untuk dibagikan kepada seluruh desa dikabupaten pesawaran 

dan dalam hal ini yang berhak menerima dana zakat itu adalah amil, fakir 

miskin, fisabilillah, ibnu sabil, yatim piatu.
2
  

Namun, implementasi undang undang No. 23 Tahun 2011 dalam 

pengelolaan zakat di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. 

Salah satu daerah yang menarik untuk diteliti adalah Desa Roworejo, 

Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran. Desa ini memiliki potensi 

ekonomi yang cukup bagus dikarenakan sebagai pusat ekonomi dikecamatan 

negrikaton, seperti sekolah, pasar masyarakat, puskesmas, minimarket juga 

ada didesa ini, namun pengelolaan zakat didesa ini masih sangatlah tradisional 

atau dalam hal ini yang dimaksud adalah pengelolaan zakat konsumtif yang 

berupa uang atau beras.  

Permasalah ini timbul karna kurang nya sosialiasi pemerintah kepada 

masyarakat desa roworejo tentang pengelolaan zakat produktif sehingga 

sebagian besar masyarakat tidak tahu kalau dana zakat dapat digunakan untuk 

memutar perekonomian mereka sehingga zakat hanya dipakai untuk keperluan 

konsumtif yang dapat habis dalam waktu dekat. 

Implemetasi Undang Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat didesa roworejo masih berfokus pada zakat konsumtif Sebagian besar 

penduduk desa roworejo membayarkan zakat mal mereka dengan 

                                                           
2
 Badan Amil Zakat(Baznas) „‟pusat kajian strategi baznas kabupaten pesawaran‟‟ 

Diunduh pada tgl 25 mei 2025 
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membaginya secara langsung tanpa melalui perantara lembaga amil zakat 

seperti baznas atau laz. 

Sebagai salah satu bentuk ekonomi islam, zakat berfungsi untuk 

menyeimbangkan distribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Dalam 

praktiknya, zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi langsung bagi 

penerima manfaat, tetapi juga untuk modal usaha produktif yang dapat 

membantu meningkatkan pendapatan mereka serta dengan adanya zakat ini 

para penerima zakat mendapat tambahan modal yang dapat membuat mereka 

lebih cepat tumbuh dalam hal ekonomi sehingga pemberdayaan ekonomi itu 

sendiri semakin terlihat jelas hasil nya.  

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat yang 

dikelola dengan baik dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, 

mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan taraf hidup penerima 

manfaat masyarakat yang menerima zakat dapat menurangi beban kebutuhan 

dasar mereka sehingga dapat lebih fokus dalam bekerja tanpa memikirkan hal 

yang sudah dapat diatasi karena mendapatkan zakat.   Dengan demikian, studi 

tentang implementasi UndangUndang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan 

zakat sangat relevan dalam menjawab tantangan pemberdayaan ekonomi saat 

ini. 

Meskipun zakat memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi 

umat, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti 

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat produktif, 

kurangnya sosialisasi regulasi zakat, serta kendala dalam distribusi yang tepat 
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sasaran. Selain itu, banyaknya lembaga zakat yang belum sepenuhnya 

mengadopsi sistem digitalisasi dalam pengelolaan zakat menjadi kendala 

tersendiri dalam transparansi dan akuntabilitas dana zakat
3
. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran UU No. 23 

Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat dapat berkontribusi terhadap 

pemberdayaan ekonomi umat di Desa Roworejo. 

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana 

Implementasi Undang Undang no 23 tahun 2011 dalam pemberdayaan atau 

menguatkan taraf hidup masyarakat desa Roworejo Kec. Negerikaton, kab. 

Pesawaran. Dengan menggali data primer dan sekunder dari berbagai 

pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif terkait peran zakat dalam pemberdayaan atau 

penguatan ekonomi umat. Selain itu, melalui kajian ini diharapkan dapat 

dihasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas zakat 

dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, baik dalam konteks Desa 

Roworejo maupun secara lebih luas di Indonesia. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang 

konstruktif bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, 

lembaga pengelola zakat, serta masyarakat agar pengelolaan zakat dapat lebih 

efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan 

praktisi dalam mengembangkan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis 

                                                           
3
 Choirul Amirudin dan Ahmad Fikri Sabiq, “Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi 

Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Babu Al-ilmi, ekonomi dan perbankan syariah Vol. 

6 (1 April 2021). 
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zakat yang lebih optimal. Dengan sistem pengelolaan yang lebih baik dan 

sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, zakat dapat 

menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan 

sosial di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam 

dalam peran Undang Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 

apakah dapat berjalan sesuai dengan undang undang atau masih belum, oleh 

karena itu peneliti menyusun skripsi penelitian yang berjudul : “Implementasi 

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Umat Didesa Roworejo Kec. Negrikaton Kab. 

Pesawaran”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian yang diajukan adalah 

Bagaimana Implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Desa Roworejo Kec. Negrikaton, Kab. 

Pesawaran? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

pengelolaan zakat di desa Roworejo sudah sesuai dengan undang undang 

No 23 Tahun 2011 dan dapat membantu memberdayakan ekonomi umat. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih terhadap para pembaca tentang zakat dan bagaimana implemetasi 

undang undang no 23 tahun 2011 dalam memberdayakan ekonomi 

disuatu desa. 

b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi Masyarakat 

Penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang zakat sebagai instrumen pemberdayaan 

ekonomi, bukan hanya sekadar bantuan konsumtif. Dengan 

informasi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam 

mengakses dan memanfaatkan dana zakat untuk modal usaha dan 

peningkatan kesejahteraan. 

2) Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya dalam mengembangkan studi terkait efektivitas 

pengelolaan zakat, inovasi dalam pendistribusiannya, serta 

dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, 

sehingga dapat menghasilkan strategi optimal dalam pemanfaatan 

zakat. 
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D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan merupakan penelitian terdahulu yang memiliki 

hubungan dan kaitan erat dengan masalah yang sedang dibahas. Penelitian 

relevan dijadikan bahan sebagai usaha perbandingan untuk penelitian yang 

akan datang 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Berdasarkan 

penelusuran penelitian di perpustakaan IAIN Metro dan beberapa jurnal 

digital. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan 

beberapa karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang peneliti hadapi 

anatara laian sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dari hasan arfani yang berjudul‟‟peran zakat infaq dan 

shodaqoh dalam pemberdayaan  ekonomi umat dimasa pandemic pada 

lembaga filantropi daarut tauhid peduli lampung‟‟dalam pembahasan nya 

peneliti berfokus pada peran zakat infaq dan shodaqoh apakah dpat secara 

berkontribusi membantu membangkitkan ekonomi masyarakat yang 

menurun pada masa pandemic.
4
 Pada hasilnya Darut tauhid peduli 

lampung telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang no 

23 tahu 2011 dan hasil nya menujukan peningkatan ekonomi yang baik 

dilihat dari data penerima manfaat lebih sedikit disbanding tahun sebelum 

nya. 

                                                           
4
 Hasan arfani,” peran zakat , infaq dan shodaqoh dalam pemerdayaan ekonomi umat di 

masa pandemic padalembaga filantropi daarut tauhid peduli lampung‟‟,institute agama islam negri 

metro 2022. 
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Perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti bahwasan nya 

peneliti diatas memfokuskan pada tiga aspek yaitu zakat infaq dan sedekah 

dari Darut tauhid peduli lampung apakah dapat berkontribusi secara 

signifikan dalam membatu memberdayakan ekonomi masyarakat pada 

masa pandemic sehungga berbeda dengan apa yang  akan diteliti oleh 

penulis, penulis akan lebih memfokuskan pada zakat saja dan bagaiman 

zakat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat melalui undang 

undang no 23 tahun 2011 didesa roworejo kec. Negrikaton, kab. 

Pesawaran selain itu hasan arfani juga meneliti peran zakat pada masa 

pandemic covid 19. 

Dan persamaan nya yaitu sama sama membahsan tentang  zakat 

sebagai pemberdayaan ekonomi umat 

2. Hasil penelitian dari iqdatul amalia yang berjudul‟‟pengelolaan dana zakat 

untuk pemberdayaan ekonomi umat di laznas yatim mandiri 

lumajang‟‟dalam pembahasannya peneliti berfokus pada pengelolaan dana 

zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di laznas yatim mandiri 

lumajang, untuk hasilnya dari penelitian iqdatul amalia dana yang 

disalurkan kemasyarakat terbagi menjadi dua yaitu konsumtif dan 

produktif meskipun dalam dalam penyaluran zakat produktif masih 

memiliki beberapa masalah seperti kurang nya edukasi masyarakat tentang 

zakat priduktif itu sendiri. 

Untuk perbedaan nya penelitian dari iqdatul amalia berfokus pada 

dana zakat laznas yatim piatumandiri lumajang sedangkan peneliti 
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berfokus pada peran dari undang undang no 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. 

Untuk persamaan nya dengan penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis yaitu sama sama akan meneliti pengelolaan dana zakat untuk 

pemberdayaan ekonomi massyarakat namun untuk perbedaan nya yaitu 

penelitian diatas lebih berfokus pada pengelolaan dana zakat apakah ada 

penghambat dalam penyaluran nya.
5
 

3. Hasil penelitian dari dzulfatil nuril azizah yang berjudul‟‟optimalisasi 

peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan‟‟dalam pembahasanya 

optimalisaasi peran zakat yang  dilakukan untuk pelaku usaha berjalan 

dengan baik dilihat dari sebagian besar pendapatan usaha para mustahik, 

diaman lembaga memberikan modal tambahan  kepada para mustahik 

untuk mengembangkan usahanya. 

Dalam perbedaan nyapenelitian yang ditulis olah dzulfatil nuril 

azizah berfokus apada pemberdayaan kewirausahaan sedangkan pada 

penelitian yang akan ditulis peneliti lebih berfokus pada ekonomi  

masyarakat yang lebih general namun pada persamaan nya kedua 

penelitian ini sama sama menggunakan dana zakat dalam pemberdayaan 

ekonomi umat.
6
 

                                                           
5
 Iqdatul amalia”pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di laznas 

yatim mandiri lumajang”, universitas islam negri kiai haji siddiq jember2022. 
6
 Dzulfa nuril fadhillah,‟‟optimalisasi peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan( 

studi kasus di upziznu desa sawahan kecamatan rembang kabupaten rembang), universitas sultan 

agung semarang 2024. 
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Untuk persamaannya kedua penelitian ini baik dari dzulfatil nuril 

azizah maupun dari peneliti sama sama menggunakan zakat untuk 

memberdayakan perekonomian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Implementasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi 

diartikan sebagai "pelaksanaan" atau "penerapan". Implementasi merupakan 

proses nyata dari rencana, kebijakan, atau ketentuan yang sebelumnya telah 

dirumuskan dalam bentuk tertulis maupun lisan, lalu dioperasionalkan dalam 

tindakan atau aktivitas nyata. Dalam konteks ilmu sosial dan kebijakan publik, 

implementasi bukan sekadar menjalankan kebijakan, tetapi juga mencakup 

bagaimana kebijakan itu dipahami, diterjemahkan, dan diadaptasi oleh 

pelaksana di lapangan, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan 

tersebut.
1
 

Secara konseptual, implementasi merupakan tahap yang sangat penting 

dalam siklus kebijakan publik. George C. Edwards III menyebutkan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat faktor 

utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan 

struktur birokrasi. Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan 

pelaksana sangat diperlukan agar maksud kebijakan tidak disalahartikan. 

Sumber daya juga menjadi faktor krusial, mencakup sumber daya manusia, 

dana, informasi, dan waktu. Disposisi atau sikap pelaksana akan menentukan 

apakah mereka bersedia dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan 

                                                           
1
 KBBI (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama. 



12 
 

 
 

dengan sungguh-sungguh. Terakhir, struktur birokrasi yang terlalu kaku atau 

terlalu longgar juga bisa menjadi hambatan dalam proses implementasi
2
. 

Implementasi kebijakan sering kali dihadapkan pada tantangan di 

lapangan yang membuatnya tidak berjalan sesuai rencana awal. Hal ini 

disebabkan oleh perbedaan antara apa yang dirancang di tingkat pusat dan 

kenyataan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaannya, implementasi tidak bersifat linier atau otomatis. Ia 

memerlukan pendekatan kontekstual dan partisipatif, di mana pelaksana 

kebijakan harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat setempat. 

Ini juga mencakup proses negosiasi, pemaknaan ulang, dan bahkan modifikasi 

terhadap substansi kebijakan agar tetap relevan dan efektif. 

Dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat, implementasi tidak cukup hanya dengan 

mensosialisasikan isi undang-undang atau membentuk lembaga amil zakat 

secara struktural. Yang lebih penting adalah bagaimana ketentuan dalam 

undang-undang tersebut benar-benar dapat dijalankan secara fungsional di 

lapangan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, 

bagaimana proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 

dilakukan dengan adil, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan 

ekonomi umat, bukan sekadar bantuan konsumtif.  

Oleh karena itu, implementasi harus dilihat sebagai proses dinamis yang 

memerlukan sinergi antara aturan formal dengan realitas sosial. Dalam hal ini, 

                                                           
2
 Edwards III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: 

Congressional Quarterly Press. 
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partisipasi masyarakat, dukungan tokoh agama, kemauan politik pemerintah 

daerah, dan profesionalisme lembaga pengelola zakat adalah elemen-elemen 

penting yang saling terkait. Ketika semua unsur ini mampu berjalan secara 

harmonis, maka implementasi kebijakan zakat bukan hanya menjadi 

pelaksanaan undang-undang semata, tetapi juga menjadi instrumen 

transformasi sosial dan ekonomi umat yang lebih berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini 

akan berupaya untuk melihat bagaimana Implementasi Undang Undang No 23 

tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat 

didesa Rowrejo, Kec. Negerikaron, Kab. Pesawaran. 

 

B. Dinamika Sejarah Pengaturan Zakat dalam Perundang-Undangan 

Nasional 

Zakat sebagai kewajiban syariat dalam agama Islam memiliki sejarah 

panjang, baik dalam praktik sosial maupun dalam regulasi perundang-

undangan di Indonesia. Perjalanan pengaturan zakat di Indonesia mengalami 

dinamika yang tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan agama, namun 

juga oleh kebutuhan sosial, ekonomi, serta politik nasional.  

Dalam konteks negara hukum, pengaturan zakat mengalami evolusi 

dari pengelolaan yang bersifat tradisional ke arah manajemen kelembagaan 

yang lebih modern dan terstruktur melalui pembentukan regulasi negara. 
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 1.  Pengelolaan Zakat pada Masa Pra-Kemerdekaan 

Pada masa pra-kemerdekaan, pengelolaan zakat dilakukan secara 

tradisional melalui peran tokoh agama seperti ulama, penghulu, kyai, dan 

lembaga keagamaan lokal seperti masjid dan surau. Zakat dipandang 

sebagai kewajiban agama murni tanpa keterlibatan otoritas negara. Di 

beberapa wilayah kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan 

Demak, dan Kesultanan Mataram, zakat bahkan dikelola langsung oleh 

institusi keagamaan kerajaan untuk kesejahteraan rakyat.
3
 

Namun, pada masa kolonial Belanda, kebijakan politiek etische 

lebih menekankan penguasaan ekonomi dan pajak, sehingga zakat sebagai 

institusi sosial-keagamaan tidak mendapatkan tempat dalam sistem 

administratif pemerintahan kolonial.
4
 

 2.  Pengelolaan Zakat Pasca Kemerdekaan (1945–1999) 

Setelah kemerdekaan, zakat tetap dikelola secara tradisional oleh 

masyarakat. Negara belum mengatur zakat dalam sistem hukum formal. 

Pada dekade 1950-an hingga awal 1980-an, lembaga zakat swadaya seperti 

Badan Amil Zakat Masjid mulai tumbuh di berbagai daerah.
5
 

Namun perkembangan kebutuhan sosial masyarakat, serta 

tingginya angka kemiskinan pasca krisis ekonomi 1998, mendorong 

lahirnya kesadaran bahwa pengelolaan zakat memerlukan intervensi 

hukum formal. Gagasan awal pengaturan zakat dalam hukum nasional 

                                                           
3
. Ali Maschan Moesa, Zakat dan Pajak dalam Konteks Modernisasi Islam di Indonesia, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2010). 22. 
4
. Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 2006). 218. 

5
. Ridwan Mas‟ud, Hukum Zakat Indonesia: Teori dan Praktik, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2015). 79. 



15 
 

 
 

banyak disuarakan oleh para ulama, akademisi, serta organisasi keislaman, 

salah satunya melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI).
6
 

 3.  Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat 

Sebagai respons atas kebutuhan pengelolaan zakat yang lebih 

sistematis, lahirlah Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini untuk pertama kalinya secara resmi 

mengatur zakat dalam sistem hukum nasional. Di dalamnya diatur 

pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan pengakuan terhadap Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat.
7
 

Peran negara dalam UU 38/1999 hanya sebatas fasilitator dan 

regulator, sedangkan pengelolaan teknis tetap didominasi oleh masyarakat. 

Undang-undang ini dinilai sebagai fondasi awal keterlibatan negara dalam 

penguatan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. 

 4.  Reformulasi Pengaturan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

Seiring berkembangnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, 

UU No. 38 Tahun 1999 dinilai kurang efektif, terutama dalam aspek 

otoritas kelembagaan, pengawasan, serta akuntabilitas pengelolaan zakat.
8
 

Oleh sebab itu, lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat sebagai bentuk penyempurnaan. 

                                                           
6
. Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 210. 

7
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 

8
. Lukman Hakim, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2011). 106. 
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UU No. 23 Tahun 2011 memperkuat kedudukan negara melalui 

pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga 

resmi pemerintah non-struktural yang berwenang secara nasional. UU ini 

juga mengatur pendistribusian zakat produktif sebagaimana Pasal 27, 

sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat.
9
 

Berikut tabel perbedaan mendasar antara UU No. 38 Tahun 1999 

dan UU No. 23 Tahun 2011: 

Aspek UU No. 38 Tahun 1999 UU No. 23 Tahun 2011 

Kelembagaan BAZ (masih bersifat 

lembaga lokal) 

BAZNAS (nasional, non-

struktural) 

Fungsi Negara Regulator Operator dan pengelola resmi 

zakat 

Pendayagunaan 

Zakat 

Fokus konsumtif, 

bantuan langsung 

Diperluas ke zakat produktif 

dan pemberdayaan 

Pengawasan Lemah, minim pelaporan Pengawasan ketat, wajib 

laporan ke pemerintah 

Sanksi Tidak jelas Tegas, ada pidana 

administratif (Pasal 39-41) 

 

5.  Dinamika Kontemporer dan Harapan Pengelolaan Zakat 

Pengelolaan zakat di Indonesia pada era kontemporer mengalami 

dinamika yang sangat signifikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, 

maupun pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Sejak 

disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, negara menunjukkan 

peran yang lebih aktif dalam memastikan zakat dapat dikelola secara 

profesional, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

                                                           
9
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 

Pasal 27. 
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Salah satu dinamika paling menonjol adalah semakin 

berkembangnya lembaga-lembaga zakat baik milik negara maupun 

masyarakat. BAZNAS telah hadir di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota 

di Indonesia, dilengkapi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga ke 

tingkat desa dan instansi pemerintahan. Di sisi lain, Lembaga Amil Zakat 

(LAZ) yang tumbuh dari masyarakat juga mengalami perkembangan pesat 

dengan program-program inovatif berbasis ekonomi produktif, pendidikan, 

kesehatan, dan pemberdayaan komunitas mustahik secara berkelanjutan.
10

 

Namun demikian, tantangan serius masih menyelimuti tata kelola 

zakat nasional. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya optimalisasi 

potensi zakat. Berdasarkan data dari BAZNAS RI tahun 2023, potensi 

zakat nasional mencapai Rp 327,6 triliun per tahun, namun zakat yang 

berhasil dihimpun baru berkisar Rp 26,2 triliun atau hanya sekitar 8% dari 

potensi yang ada.
11

 Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang 

lebar antara potensi zakat yang tersedia dengan realisasi penghimpunannya 

di lapangan. 

Faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat antara lain: masih 

kuatnya budaya distribusi zakat secara personal (langsung) tanpa melalui 

lembaga resmi, lemahnya kesadaran hukum masyarakat tentang kewajiban 

menyalurkan zakat secara terstruktur, dan belum meratanya edukasi zakat 

produktif di seluruh lapisan masyarakat.
12

 

                                                           
10

. Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017). 225. 
11

. BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2023, (Jakarta: BAZNAS RI, 2023). 15. 
12

. Lukman Hakim, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011). 116. 
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Selain tantangan penghimpunan, implementasi zakat produktif juga 

belum sepenuhnya optimal. Laporan BAZNAS menunjukkan bahwa 

sebagian besar zakat masih disalurkan dalam bentuk konsumtif seperti 

sembako atau bantuan tunai untuk kebutuhan mendesak. Meskipun 

demikian, sejak 2019 hingga 2023, terjadi tren positif peningkatan 

penyaluran zakat dalam program-program pemberdayaan ekonomi seperti 

bantuan usaha mikro, pelatihan keterampilan, program ekonomi keluarga, 

dan pembentukan kelompok usaha mustahik.
13

 

Dari sisi pendistribusian, dinamika pengelolaan zakat 

menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pola konsumtif ke arah 

zakat produktif. Laporan BAZNAS menunjukkan bahwa dalam lima tahun 

terakhir, terdapat peningkatan porsi zakat yang dialokasikan untuk 

program pemberdayaan ekonomi mustahik. Pada tahun 2023, sekitar 42% 

dana zakat yang terhimpun telah disalurkan dalam bentuk program 

ekonomi produktif seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan 

keterampilan, penguatan ekonomi keluarga, dan pengembangan usaha 

berbasis komunitas.
14

 Ini menunjukkan tren positif di mana zakat tidak 

hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga 

meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. 

Dinamika kelembagaan juga berkembang seiring meningkatnya 

profesionalisme pengelolaan zakat. BAZNAS, Lembaga Amil Zakat 

(LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) semakin banyak memanfaatkan 

                                                           
13

. BAZNAS, Laporan Tahunan BAZNAS 2023, (Jakarta: BAZNAS RI, 2024). 67. 
14

. Annisa Wulandari, “Peran Digitalisasi dalam Peningkatan Zakat Produktif,” Jurnal 

Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 8 No. 2, 2023. 135-136. 
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teknologi informasi dalam pengelolaan zakat. Digitalisasi zakat 

berkembang pesat melalui aplikasi pembayaran zakat online, integrasi 

sistem manajemen zakat berbasis teknologi, hingga pelaporan keuangan 

yang transparan secara daring. Hal ini sejalan dengan semangat 

akuntabilitas yang diamanahkan oleh UU No. 23 Tahun 2011. 

Namun demikian, pengelolaan zakat secara kontemporer juga 

menghadapi tantangan internal, di antaranya lemahnya pendataan 

mustahik yang valid secara nasional. Banyak lembaga pengelola zakat 

masih menghadapi kesulitan dalam menyusun basis data mustahik yang 

lengkap dan terupdate, sehingga efektivitas program pemberdayaan belum 

sepenuhnya optimal.
15

 Selain itu, sinergi antara BAZNAS, LAZ, 

pemerintah daerah, dan dunia usaha masih perlu diperkuat agar program 

zakat dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih luas dan 

berkelanjutan. 

Ke depan, pengelolaan zakat di Indonesia diharapkan mampu 

mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan 

dan pemberdayaan ekonomi umat. Harapan besar ditempatkan pada tiga 

fokus strategis. Pertama, penguatan edukasi zakat secara masif dan 

terstruktur guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban 

zakat dan manfaatnya dalam pembangunan sosial ekonomi. Kedua, 

penguatan kelembagaan zakat dengan meningkatkan kapasitas SDM, 

sistem manajemen yang transparan, serta basis data mustahik yang akurat. 

                                                           
15

. Fadillah Putra, “Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat,” Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 9 No. 1, 2023. 99-100. 
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Ketiga, pengembangan zakat produktif yang berorientasi pada 

kemandirian mustahik, dengan memperluas akses zakat bagi 

pengembangan ekonomi mikro, UMKM syariah, dan pemberdayaan 

komunitas berbasis potensi lokal.
16

 

Jika ketiga pilar ini dilaksanakan secara optimal, zakat dapat 

bertransformasi dari sekadar bantuan sosial menjadi pilar utama 

pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini selaras dengan visi pengelolaan 

zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yaitu menjadikan zakat 

sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 

 

C. Zakat 

1. Pengertian zakat 

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, 

berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya 

terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan 

memupuknya dengan berbagai kebaikan Makna tumbuh dalam arti zakat 

menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya 

pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu 

mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci 

menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, 

kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. 

                                                           
16

. BAZNAS, Zakat Community Development (ZCD) Annual Report 2022, (Jakarta: 

BAZNAS RI, 2022). 27. 
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 Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan 

zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-

sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang 

menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat 

disebut Mustahik. 

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, 

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan 

usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua 

harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di 

antaranya: 

1. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang 

halal; 

2. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya; 

3. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang; 

4. Harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya; 

5. Harta tersebut melewati haul; dan 

6. Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus 

dilunasi.
17

 

 

 

                                                           
17

 Taufikur Rahman, “Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya 

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”, Vol 6 No 1, 

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jurnal Muqtasid, 2015), 146. 
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2. Dasar hukum zakat 

مُؤَ 
ْ
يْهَا وَال

َ
عٰمِلِيْنَ عَل

ْ
مَسٰكِيْنِ وَال

ْ
فُقَرَاءِۤ وَال

ْ
دَقٰتُ لِل وْبُهُمْ وَفِى اِنَّمَا الصَّ

ُ
فَةِ قُل

َّ
ل

ُ عَلِيْمٌ  ِ ِۗوَاللّٰه نَ اللّٰه بِيْلِِۗ فَرِيْضَةً م ِ ِ وَابْنِ السَّ غٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰه
ْ
قَابِ وَال الر ِ

 ٦٠حَكِيْمٌ 
Artinya: 

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 

untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana."  (QS. At Taubah, 9 : 60)
18

 

  

Penjelasan: 

 

 Ayat ini merupakan dalil utama dalam syariat Islam yang mengatur 

distribusi zakat, dengan menyebutkan secara jelas delapan golongan yang 

berhak menerima zakat (asnaf). Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa 

zakat bukan boleh dibagikan sembarangan, melainkan harus disalurkan 

tepat sasaran dan sesuai ketentuan syariat. 

 Dalam konteks skripsi yang membahas implementasi UU No. 23 

Tahun 2011 di Desa Roworejo, Q.S. At-Taubah ayat 60 menjadi dasar 

teologis dan operasional untuk mendistribusikan zakat kepada golongan 

yang berhak, terutama fakir, miskin, dan gharimin (orang yang berutang) 

yang memang banyak ditemukan di desa tersebut. Namun lebih dari itu, 

ayat ini juga membuka ruang bahwa zakat tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan pokok mustahik, tetapi juga bisa diarahkan untuk 
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pemberdayaan ekonomi misalnya, modal usaha bagi fakir miskin, bantuan 

produktif untuk meringankan utang, atau pelatihan keterampilan. 

 Implementasi undang-undang zakat seharusnya menjadikan ayat 

ini sebagai fondasi utama dalam menentukan strategi pendistribusian zakat 

agar berdaya guna dan berdampak jangka panjang. Ketika distribusi zakat 

diarahkan dengan prinsip-prinsip ayat ini, maka pemberdayaan ekonomi 

umat menjadi tujuan nyata, bukan sekadar penyaluran yang bersifat 

konsumtif. Oleh karena itu, ayat ini menjadi penghubung langsung antara 

aturan ilahiah dalam Islam dan kebijakan negara dalam pengelolaan zakat 

melalui undang-undang. 

 

عُوْا
َ
وةَ وَارْك

ٰ
ثُوا الزَّك

ٰ
وةَ وَا

ٰ
ل قِيْمُوا الصَّ

َ
 ٤٣مَعَ الرهكِعِيْنَ  وَا

Artinya: 

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang 

yang rukuk. (q.s al- baqarah,2.43) 

 

Penjelasan: 

 

 Ayat ini merupakan perintah langsung dari Allah kepada umat 

Islam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat secara bersamaan. 

Salat adalah ibadah individual yang memperkuat hubungan hamba 

dengan Tuhannya, sementara zakat adalah ibadah sosial yang menjadi 

sarana membersihkan harta, membantu sesama, dan menegakkan 

keadilan ekonomi dalam masyarakat. 
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 Dalam konteks skripsi, ayat ini menjadi landasan spiritual dan 

normatif bagi pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat. Perintah menunaikan zakat dalam ayat ini 

menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban pribadi, melainkan 

tanggung jawab kolektif umat Islam untuk memberdayakan kaum lemah 

(mustahik), mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan 

ekonomi yang merata. 

 Implementasi zakat yang diatur dalam undang-undang dan 

diterapkan di Desa Roworejo bertujuan agar pengelolaan zakat tidak 

hanya bersifat seremonial atau konsumtif, tapi benar-benar menjadi 

instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Q.S. Al-

Baqarah ayat 43 sejalan dengan semangat undang-undang tersebut, yaitu 

memfungsikan zakat sebagai sarana ibadah sekaligus penguatan sosial 

dan ekonomi di tengah masyarakat. 

 

3. Jenis jenis zakat 

Zakat memiliki 2 jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal sebagai 

berikut : 

1) Zakat Fitrah 

Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan guna 

mensucikanjiwa. Dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak 

mendapatkan. Zakat fitrah ini hanya dikeluarkan saat 

bulanRamadhan hingga sebelum tanggal 1 syawal. 
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2) Zakat Mal 

Zakat mal adalah zakat harta yang diwajibkan untuk asset yang 

sesuai dengan syarat tertentu. Mengeluarkan zakat mal ini guna 

membersihkan aset yang dimiliki.38 Macam-macam zakat mal 

yaitu, zakat emas, perak, logam mulia, zakat atas uang dan surat 

berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan, 

kehutanan, zakat peternakan dan perikanan dan zakat pertambangan. 

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat 

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak 

mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 

2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. 

3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 

4. Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan 

untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. 

5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. 

6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam 

mempertahankan jiwa dan izzahnya. 

7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk 

kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. 

8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam 

ketaatan kepada Allah.
19

 

                                                           
19

 Umrotul Khasanah, “Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi 

Umat”, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2010), 41-42. 
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Dalam pasal 1 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini 

juga dijelaskan yang dimaksud dengan hak amil adalah bagian tertentu 

dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya oprasional dalam 

pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam
20

. 

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, 

dalam pasal 2 dijelaskan pengelolaan zakat harus berasaskan:  

a. Syariat Islam  

b. Amanah yaitu pengelola harus dapat dipercaya.  

c. Kemanfaatan yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.  

d. Keadilan yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya 

dilakukan secara adil.  

e. Kepastian Hukum yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan 

kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.  

f. Teritegritasi yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis 

dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat.  

g. Akuntabilitas  

h. Yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses 

oleh masyarakat. 

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:  
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 “Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011) 
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1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan 

zakat; dan  

2) Menigkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahtraan 

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqoh diatur dalam Undang 

Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU 23 

tahun 2011 tentang pengelolan zakat diundangkan untuk mengganti UU 

No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaam zakat yang sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.  

Menurut pasal 27 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat dijelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat dapat digunakan 

untuk :  

1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.  

2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah 

terpenuhi
21

. 

 

 

D. Pemberdayaan Ekonomi Umat 

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau 

kemampuan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan “Power”. Disebut 
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 “Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011) 
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dengan pemberdayaan (empowerment) karena secara hakikat bermakna 

perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang 

lemah
22

.  

Menurut Soeharto, pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses 

dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaiaan 

kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. 

Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan suatu 

perubahan sosial yaitu membuat masyarakat, kelompok atau individu 

menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam memperkuat memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial. 

Menurut pemaparan diatas pemberdayaan ekonomi adalah 

memampukan seseorang yang belum mampu secara ekonomi untuk 

menjadi lebih mandiri dalam hal ekonomi. 

2. Tujuan Pemberdayaan 

Sebagai suatu kegiatan yang berproses, maka pemberdayaan 

diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok 

sasaran menjadi lebih sejahtra, berdaya atau mempunya kekuatan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup yang utama dan pada akhirnya akan 

menciptakan kemandirian dalam masyarakat.  

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan 

masyarakat, khususnya kepada kelompok lemah yang memiliki 

ketidakberdayaan, baik dari kondisi internal (presepsi mereka sendiri) 
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 Saifuddin Yunus dan Suadi Fadli, Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu, Cet. 1 

(Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), 1–4. 
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maupun secara kondisi exsternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak 

berlaku adil). Adapun beberapa kelompok yang dapat dikategorikan 

sebagai kelompok yang memiliki ketidakberdayaan diantaranya :  

1) Lemah secara strukrural, yaitu masyarakat yang secara kelas sosial 

ekonomi nya rendah (lemah secara kelas), gender maupun etnis 

(kelompok minoritas), masyarakat yang mendapat perlakuan kurang 

atau tidak adil (terdiskriminasi). 

2) Lemah secara khusus, seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang 

cacat, masyarakat terasing. 

3) Lemah secara personal, yaitu orang-orang yang mengalami masalah 

pribadi atau keluarga 

4) Zakat untuk pemberdayaan ekonomi 

3. Konsep Pemberdayaan  

Konsep dari pemberdayaan adalah tentang bagaimana seseorang 

atau umat mampu membagun dan pemperbiki dirinya sendiri dari segi 

ekonomi, dalam implementasinya makna pemberdayaan adalah 

memberikan dorongan atau motivasi kepada aindivdu agar dapat 

meniingkatkan taraf hidupnya menuju hal yang lebih baik dan mandiri, 

pemberdayaan umat dalam islam  selaras dengan ajaran islam itu sendiri 

karena pada hakikat nya islam itu sediri yaitu pemberdayaan.  

Pemberdayaan (empowerment) berarti memberikan motivasi dan 

dorongan kepada masyarakat untuk menggali potensi yang ada dalam diri 

mereka untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar mampu tumbuh dan 
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berkembang. Brkaitan dengan tersebut pemberdayaan masyarakat 

merupakan sebuah gerakan yang memberikan dorongan kepada 

masyarakat dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri 

sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Memberdayakan 

masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat 

untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-

faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, 

penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, 

penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan 

keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek 

masyarakatnya maupun aspek kebijakannya. Kegiatan pemberdayaan 

terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. 

Kegiatan pendistribusian zakat dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk 

program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bentuk-bentuk 

pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusan 

zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat 

konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga 

dapat di distrribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan, 

pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, serta modal usaha 

produktif.
23
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4. Prinsip Pemberdayaan  

Adapun beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, yaitu : 

1) Penyadaran 

2) Pelatihan 

3) Pengorganisasian  

4) Pengembangan kekuatan  

5) Membangun dinamika
24

 

5. Tahapan Pemberdayaan  

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara 

langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yaitu :  

1) Tahapan Persiapan  

Tahapan ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota 

agen perubah (agent of change) mengenai pendekatanapa yang akan 

dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada 

tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan 

terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi 

kontrak awal dengan kelompok sasaran.  

2) Tahapan Assessment  

Proses assessment adalah mengidentfikasi masalah (kebutuhan 

yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. 
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Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan teknik SWOT, 

dengan mlihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.  

3) Tahapan Perencanaan 

 Alternatif Program atau Kegiatan Pada tahapan ini agen 

perubahan (agent of chang) secara partisipatif mencoba melibatkan 

warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan 

bagaimana cara mengatasinya.  

4) Tahapan Pemformulasian 

 Rencana Aksi Pada tahapan ini agen membantu masing-masing 

kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan 

apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang 

ada.  

5) Tahapan Pelaksanaan (implementasi)  

Program Tahapan Pelaksanaan adalah salah satu tahapan yang 

paling krusial dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu 

yang sudah di rencanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam 

pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.  

6) Tahapan Evaluasi  

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas 

terhadap program yang sedang berjalan pada pengmbangan masyarakat 

sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. 
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7) Tahapan Terminasi  

Tahapan ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara 

formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali 

bukan karena masyarakat sudap dapat dianggap mandiri, tetapi tidak 

juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah 

melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena 

anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat 

meneruskan.
25

 

6. Ekonomi Umat 

Secara bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

Oikos dan Nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan Nomos berarti, 

tata, aturan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi secara bahasa 

berarti aturan rumah tangga. Menurut Mustaq Ahmad ekonomi umumnya 

didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungan nya 

dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikan nya 

untuk dikonsumsi.
26

 

Umat dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai para 

penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama. Umat juga dapat diartikan 

sebagai pengikut nabi.  Sedangkan dalam definisi yang lain, sebagaimana 

pendapat Dawam Rahardjo, dalam Al-Qur,an umat mengandung beragama 

arti, umpamanya bangsa (nation), masyarakat atau kelompok masyarakat 
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(community), agama (religion) maupun kelompok keagamaan (religion 

community), waktu (time) atau jangka waktu (term), juga pemimpin atau 

imam.
27

 Adapun umat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penganut atau pemeluk agama islam. Membahas mengenai ekonomi umat 

berarti membahas tentang permesalahan ekonomi umat itu sendiri. 

Ekonomi umat dapat diartikan sebagai suatu perekonomian yang 

memperlihatkan bagaimana kondisi kehidupan perekonomian yang sedang 

terjadi dan berlaku dimasyarakat umat islam secara umum.
28
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 Dawam Rahardjo, Esiklopedi Al-Qur‟an (Jakarta: Paramadina, 2002), 483. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu bentuk penelitian yang mengungkapkan makna yang 

diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan yang 

terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan 

tersebut. Penelitian lapangan ini dilakukan langsung dilakukan langsung 

untuk menggali data-data yang bersumber langsung dilapangan
1
.  

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan 

informasi langsung dari responden serta mengamati implementasi peran 

undang undang no 23 tahun2011 tentang pengelolaan zakat dalam 

pemberdayaan ekonomi umat Pemilihan penelitian lapangan 

memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang otentik dan terkini 

mengenai pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. 

Pada penelitian ini peneliti akan menggali data dari desa roworejo 

sebagi objek penelitian untuk melihat bagaimana Implementasi Undang 

Undang No 23 Tahun 2011 Didesa Roworejo. 
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2.  Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dilakukan ini yaitu bersifat diskriptif. 

Penelitian diskriptif dapat diartikan suatu metode dalam mencari fakta 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitain deskriptif ini yaitu untuk memperoleh informasi-informasi 

mengenai keadaan suatu kelompok manusia pada saat ini dengan melihat 

variable-variabel yang ada.
2
 

Dalam hal ini peneliti bertujuan mendeskripsikan bagaimana 

implementasi undang undang no 23 tahun 2011 didesa roworejo kec. 

Negerikaton kab. pesawaran dan juga apa itu pemberdayaan ekonomi, dan 

kenapa hal itu bisa menjadi penting. 

 

B. Sumber Data 

1.  Sumber Data Primer 

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.  Maka data primer dalam penelitian ini dari hasil 

wawancaradilakukan secara langsung kepada masyarakat desa roworejo 

seperti bapak SB, bapak IB dan juga bapak SR sebagai penerima zakat 

serta bapak FR selaku pengurus lembaga amil zakat desa Roworejo 

Kriteria Yang Diambil Untuk Menenutukan Pengambilan Data mustahik 

Dalam Penelitian Ini Adalah Dilihat Dari Segi Kemampuan Ekonomi, 
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 Avinda yuda Wati, Metode Penelitian dan Pengelolaan Data Untuk Pengambilan 
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Umur Serta Keadaan Responden. Adapun data primernya adalah hasil dari 

wawancara tersebut mengenai bagaimana peran Undang -Undang no 23 

tahun 2011 dalam pemberdayaan ekonomi umat didesa roworejo kec. 

Negrikaton, kab. Pesawara 

2.  Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain 

yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan sumber utama 

penelitian. Data skunder bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data 

primer. Sumber data skunder didapatkan peneliti dari buku-buku, jurnal 

foto maupun video dari berbagai dokumen resmi lain nya.
3
 

Jenis data sekunder yang digunakan mencakup berbagai dokumen 

kebijakan terkait pengelolaan dana zakat, buku tahunan kas zakat desa, 

laporan kinerja lembaga amil zakat desa roworejo, serta statistik jumlah 

muzaki dan mustahik setiap tahun nya. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknis pengumpulan data adalah langkah paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat 
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dilakukan dapat berbagai sumber dan berbagai cara 
4
 Adapun dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.  

1. Teknik wawancara 

Wawancara Merupakan interaksi yang dilakukan oleh dua orang 

(terkadang bisa juga lebih) yang diarahkan oleh seseorang melalui sebuah 

tanya jawab dan bertujuan untuk menggali informasi tentang permasalahan 

yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan model wawancara semi 

terstruktur. Sehingga dalam penelitian ini peneliti telah menyiapkan 

beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada informan, namun tidak 

menutup kemungkinan partisipan untuk memaparkan baik pendapat, 

gagasan, maupun ide nya terhadap permasalahan yang sedang dikaji.
5
 

Dalam hal ini peneliti akan melakaukan wawancara langsung 

kepada masyarakat desa roworejo degan cara mengambil beberapa sample 

dari mustahik atau penerima zakat, teknim yang digunakan peneliti dalam 

wawancara adalah Tanya jawab langsung. 

2.  Teknik dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data 

dengan mencatat data-data yang sudah ada atau data yang ditemukan 

dilapangan.  

                                                           
4
 Ismail Suardi Wekke, Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah (Yogyakarta: CV. Adi 

Karya Mandiri, 2019), 46 
5
 Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu 

Group 2020), 123 



39 
 

 
 

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk  

mengumpulkan suatu data yang bersumber dari buku atau catatan harian , foto  

maupun video, atau juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

seperti data penerima dan pemberi zakat, data kas zakat desa,profil desa,dan 

juga pengurus zakat desa. Dimana dalam penelitian ini metode dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh informasi Bagaimana Implementasi Undang-

Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Umat didesa roworejo. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan 

dan pengorganisasian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti 

wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi, baik dalam bentuk tertulis 

maupun rekaman audio visual. Dalam penelitian ini, teknik analisis data terdiri 

dari tiga tahap utama: pertama, reduksi data kedua, penyajian data, dan ketiga, 

penarikan kesimpulan beserta verifikasi. Proses analisis data ini mengikuti 

langkah-langkah tertentu, yaitu: 

1. Reduksi Data  

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan dan penekanan pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi informasi yang 

diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini menjadi bagian penting dalam 

analisis, di mana data disaring, diklasifikasikan, diorganisasi, dan 

dihilangkan elemen yang tidak perlu, sehingga memungkinkan penarikan 

kesimpulan yang lebih tajam dan dapat diuji kebenarannya. Dengan 
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mengimplementasikan reduksi data, data kualitatif bisa disederhanakan 

dan ditransformasikan melalui proses seleksi yang cermat. Hal ini bisa 

dilakukan dengan merangkum informasi dalam bentuk ringkasan atau 

uraian singkat, serta mengelompokkan data dalam pola yang lebih 

komprehensif. 

2. Penyajian Data  

Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan 

melalui berbagai bentuk seperti uraian singkat, diagram, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan bentuk lainnya. Dengan menyajikan data secara 

efektif, kita dapat lebih mudah memahami situasi yang terjadi serta 

merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman 

tersebut.  

3. Penarikan Simpulan 

Simpulan merupakan rangkuman dari temuan penelitian yang 

memberikan gambaran mengenai pendapat akhir yang didasarkan pada 

penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ini juga mencakup keputusan yang 

diambil melalui pendekatan berpikir induktif maupun deduktif. Penting 

untuk memastikan bahwa simpulan yang ditarik relevan dengan fokus, 

tujuan, dan temuan penelitian yang telah dibahas. Perlu diingat bahwa 

simpulan bukanlah sekadar ringkasan penelitian.
6
 

 

                                                           
6
 0 Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Cet. 1 (Yogyakarta: CV. 

Pustaka Ilmu Group, 2020), 160–62. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Desa Roworejo Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran 

Roworejo adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan 

Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia.Desa 

Roworejo merupakan salah satu desa yang memiliki nilai historis dan budaya 

yang cukup kuat di wilayahnya. Nama "Roworejo" sendiri berasal dari dua 

kata dalam bahasa Jawa, yaitu “rowo” yang berarti rawa atau tanah basah, dan 

“rejo” yang berarti ramai atau makmur. Nama ini mencerminkan kondisi 

geografis desa pada masa lampau yang didominasi oleh lahan rawa namun 

memiliki potensi kehidupan yang subur dan penuh harapan bagi 

masyarakatnya. Konon, para leluhur yang pertama kali menetap di wilayah ini 

melihat tanah tersebut sebagai tempat yang penuh tantangan, tetapi juga 

menjanjikan kehidupan yang makmur bila dikelola dengan baik. 

Sejarah awal mula berdirinya Desa Roworejo tidak lepas dari 

perpindahan penduduk dari daerah sekitar yang mencari lahan pertanian baru. 

Para pendatang ini umumnya berasal dari pegunungan atau daerah yang 

kurang subur. Melalui perjalanan yang tidak mudah, mereka akhirnya 

menemukan kawasan yang kini dikenal sebagai Roworejo. Para tokoh pendiri 

desa, yang hingga kini masih dikenang oleh masyarakat setempat, bekerja 

sama membuka hutan dan mengeringkan sebagian rawa untuk dijadikan 

permukiman dan lahan pertanian. Gotong royong menjadi jiwa dari proses 

pembangunan desa sejak awal, dan nilai itu masih terjaga hingga sekarang. 
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 Kini, Desa Roworejo telah tumbuh menjadi desa yang dinamis 

dengan masyarakat yang beragam namun tetap menjunjung tinggi nilai 

kekeluargaan. Selain bertumpu pada sektor pertanian, desa ini juga mulai 

mengembangkan potensi lokal seperti kerajinan, dan Pariwisata. Tradisi-

tradisi lama seperti sedekah bumi, bersih desa, dan kenduri masih 

dilestarikan sebagai wujud penghormatan kepada para leluhur dan sebagai 

sarana memperkuat rasa kebersamaan antar warga. Dengan sejarah 

panjang yang dimilikinya, Roworejo menjadi bukti nyata bahwa desa kecil 

pun bisa memiliki cerita besar yang membentuk jati dirinya hingga hari 

ini. 

Desa roworejo juga memiliki banyak keberaganaman seperti 

berbagai macam agama resmi diindonesia yaitu islam, Kristen, katolik, 

hindu dan budha, selain itu penduduknya juga berasal dari berbagai macan 

suku dan budaya seperti suku sunda, jawa, batak dan lampung semua 

hidup rukun didesa roworejo. 

 Menurut informasi dari tokoh Masyarakat Desa Roworejo tentang 

sejarah berdirinya Desa Roworejo dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa 

Roworejo dulunya adalah Tanah Milik Marga yang termasuk dalam 

wilayah Desa Kagunagan Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Lampung Selatan Provinsi Lampung Pada hari Kamis Tanggal 26 Juni 

Tahun 1947 mulai dibukanya Dusun Grujugan 1 dan Dusun Umbul 

Gading. Dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 1950 dibukanya 
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Dusun Grujugan II dan Dusun Grujugan III Adapun Nama awal perintis 

Desa Roworejo.
1
 

 

B. Implementasi Undang Undang No 23 Tahun 2011 Didesa Roworejo 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

merupakan landasan hukum yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, 

dan pendayagunaan zakat secara nasional agar lebih terorganisir, profesional, 

dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan umat. Di Desa 

Roworejo, implementasi undang undang no 23 tahun 2011 ini menjadi penting 

dalam mendukung program-program ekonomi kerakyatan, terutama di sektor 

pemberdayaan ekonomi umat. 

Implementasi undang-undang ini terlihat dari terbentuknya unit 

pengelola zakat berbasis masyarakat yang berkolaborasi dengan Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten pesawaran. Di tingkat desa, masyarakat 

mulai dikenalkan dengan pentingnya pengelolaan zakat secara resmi, bukan 

hanya sebagai ibadah individu, tetapi sebagai instrumen pembangunan sosial. 

Proses edukasi zakat, pendataan mustahik dan muzakki, serta penyaluran zakat  

menjadi bagian dari langkah konkret implementasi UU No. 23 Tahun 2011.
2
 

Peran undang-undang ini juga tercermin dalam peningkatan kapasitas 

ekonomi masyarakat melalui penyaluran zakat yang dapat digunakan mustahik 

untuk usaha mikro, dan bantuan modal usaha. Di Desa Roworejo, beberapa 

mustahik yang semula tergolong penerima zakat kini mampu mandiri secara 

                                                           
1
 Wawancara dengan bapak kaum desa roworejokec. Negrikaton kabupaten 

pesawaranpada tanggal 18 mei 2025 
2
 Kamal, “Catatan Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 10 
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ekonomi, bahkan menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan 

hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat bersifat produktif apabila dikelola 

sesuai dengan regulasi yang ada. 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat di Desa Roworejo pada dasarnya sudah mulai berjalan, 

meskipun masih dalam skala sederhana dan belum sepenuhnya formal.  

Di desa roworejo penyaluran dana zakat mal dari baznas langsung 

dilaksanakan oleh petugas baznas sendiri dengan data mustahik yang didapat 

dari desa roworejo  serta dalam penyaluran nya didampingi oleh petugas dari 

lembaga amil zakat desa roworejo tercatat sebanyak 150 mustahik yang 

menerima dana zakat dari baznas pada tahun 2022, serta 136 muatahik pada 

tahun 2023 dan 133 pada tahun 2024, data ini menunjukan adanya 

peningkatan dalam kemapuan ekonomi masyarakat didesa roworejo walaupun 

tidak signifikan
3
. 

Pada tahun 2022 adalah masa akhir dari sulitnya ekonomi dikarenakan 

virus covid 19 yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang di phk serta 

banyak usaha mikro yang gulung tikar diakibtakan karna daya beli masyarakat 

yang menurun dan juga musim kemarau panjang yang mengakibatkan 

banyaknya  gagal panen bagi para petani, namun pada tahun 2023 ekonomi 

sudah semakin membaik sehingga sudah banyak masyarakat desa roworejo 

yang sudah mulai membuka usaha mikro yang mengakibatkan mulai naiknya 

kekuatan ekonomi pada tahun tersebut terlebih lagi bantuan dana zakat dari 

                                                           
3
 Wawancara dengan Ketua LAZ desa roworejokec. Negrikaton kabupaten 

pesawaranpada tanggal 18 mei 2025 
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baznas sangat membantu dalam menambah modal sehingga dapat dengan 

cepat masyarakat desa roworejo dapat memperkuat perekonomian nya dan 

semakin berdaya. 

Sedangkan untuk zakat fitrah yang dikelola sendiri oleh lembaga amil 

zakat desa roworejo pada tahun 2024, tercatat ada 940 muzakki atau orang 

yang menunaikan zakat dari 4 dusun di Desa Roworejo. Jumlah tersebut 

menghasilkan sekitar 11 ton beras ton beras dan uang tunai sebesar Rp. 

5.679.000. Zakat ini kemudian dibagikan kepada 389 orang mustahik, yaitu 

warga yang berhak menerima zakat seperti fakir miskin, janda lansia, dan anak 

yatim. zakat yang dibagikan kepada mustahik berkisar 10 – 20 kilo gram 

beras
4
, setiap mustahik mendapatkan jumlah yang berbeda-beda dikarenakan 

melihat dengan jumlah kebutuhan. Proses pengumpulan dan penyalurannya 

dilakukan secara terbuka dan adil. 

Secara umum, Undang Undang No. 23 Tahun 2011 memiliki peran 

strategis dalam menata pengelolaan zakat di tingkat lokal, seperti di Desa 

Roworejo, dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

 

C. Analisa Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, tidak hanya memiliki dimensi 

ibadah, tetapi juga fungsi sosial dan ekonomi yang sangat besar. Dalam 

konteks pemberdayaan ekonomi umat, zakat berperan sebagai mekanisme 

                                                           
4
 Wawancara dengan Ketua LAZ desa roworejokec. Negrikaton kabupaten 

pesawaranpada tanggal 18 mei 2025 
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distribusi kekayaan yang adil dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan 

sosial. Ketika zakat dikelola secara profesional dan sesuai dengan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011, ia dapat menjadi instrumen strategis dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang 

secara ekonomi lemah (mustahik). 

Zakat memiliki peran sentral dalam menyalurkan sebagian kekayaan 

muzakki kepada mustahik, yang biasanya berasal dari kelompok tidak mampu. 

Dalam jangka pendek, distribusi ini mampu memenuhi kebutuhan dasar 

mereka. Namun dalam jangka panjang, apabila dialokasikan secara produktif, 

zakat dapat mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki, sehingga 

menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. 

Didesa roworejo saat ini ada beberapa yang dulunya mustahik 

sekarang menjadi muzakki dikarenakan terbantunya oleh bantuan dana zakat 

dari baznas, seperti mas Ap yang  dulunya mustahik menggunkan bantuan 

dana zakat ini sebagai modal awal dalam membuka usaha mikronya yaitu 

berjualan cilok disamping sekolah sd dan sekarang semakin berkembang dan 

tidak hanya dijual didepan sekolah saja namun saat ini juga menjual versi 

frozen nya sehingga saat ini mas Ap sudah tidak menjadi mustahik lagi namun 

berkembang menjadi muzakki
5
. 

Yang membuat perubahan ini terasa lebih nyata adalah bagaimana 

dana zakat dimanfaatkan. Tidak hanya dibagikan dalam bentuk sembako atau 

bantuan musiman, tapi juga diarahkan untuk keperluan produktif. Misalnya, 

                                                           
5
 Wawancara dengan bapak kaum desa roworejokec. Negrikaton kabupaten 

pesawaranpada tanggal 18 mei 2025 
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ada bantuan modal bagi pedagang kecil dan pelatihan menjahit untuk ibu-ibu 

rumah tangga. Hasilnya cukup terasa: beberapa keluarga yang sebelumnya 

hanya bergantung pada bantuan, kini mulai punya usaha sendiri. Bahkan ada 

yang sudah bisa membantu tetangga lainnya. Dari yang awalnya menerima 

zakat, kini pelan-pelan naik kelas menjadi orang yang siap berzakat. 

Perubahan ini juga membawa dampak sosial. Warga jadi lebih 

semangat gotong royong, lebih percaya diri, dan merasa bahwa mereka tidak 

berjalan sendiri. Bantuan zakat bukan hanya menyentuh kebutuhan ekonomi, 

tapi juga membangkitkan harapan. Ini membuktikan bahwa zakat bisa menjadi 

pintu untu keluar dari kemiskinan, asal dikelola dengan benar. Hal lain yang 

tidak bisa diabaikan adalah peran pemerintah desa dan tokoh agama. Karena 

itu, keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama, bukan satu pihak saja. 

Kondisi ekonomi Desa Roworejo dalam dua tahun terakhir juga 

menunjukkan tren membaik. Berdasarkan data lapangan, jumlah warga yang 

tergolong dalam kategori miskin menurun meskipun tidak begitu signifikan. 

Tidak sedikit warga yang menyatakan bahwa bantuan dana zakat dari 

BAZNAS menjadi titik awal perubahan dalam hidup mereka. Usaha kecil 

yang mereka rintis dari modal zakat kini menjadi sumber penghasilan tetap. 

Selain itu, semangat gotong royong dan solidaritas sosial di masyarakat juga 

semakin kuat karena keberadaan zakat menjadi pengingat akan pentingnya 

saling membantu secara terstruktur dan berkelanjutan
6
. 

                                                           
6
 Wawancara dengan bapak kaum desa roworejokec. Negrikaton kabupaten 

pesawaranpada tanggal 18 mei 2025 
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Dari pengalaman dua tahun terakhir, bisa disimpulkan bahwa Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 benar-benar bisa dijalankan di lapangan kalau ada 

kemauan dan kerja sama dari berbagai pihak. Desa Roworejo menjadi contoh 

kecil bagaimana zakat bisa jadi alat pemberdayaan, bukan sekadar bantuan 

sesaat. Zakat bisa membangun masa depan, menguatkan ekonomi umat, dan 

menciptakan perubahan yang nyata asal dijalankan dengan amanah dan 

strategi yang tepat. 
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 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pemberdayaan ekonomi 

umat di Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di desa tersebut 

belum berjalan secara optimal sesuai dengan amanat undang-undang. 

Pengelolaan zakat masih didominasi oleh model konsumtif berupa pembagian 

uang tunai atau beras kepada mustahik tanpa adanya program berkelanjutan 

yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima 

manfaat. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 secara umum 

telah diupayakan melalui pembentukan Lembaga Amil Zakat di tingkat desa. 

Meskipun terdapat upaya pemanfaatan dana zakat untuk pemberdayaan 

ekonomi umat seperti bantuan modal usaha kecil dan pelatihan keterampilan, 

cakupan dan keberlanjutannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, 

efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam mendorong 

pemberdayaan ekonomi umat di Desa Roworejo masih belum terealisasi 

secara maksimal. 
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B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-undang 

No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Umat di Desa Roworejo, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Zakat Produktif 

Pemerintah desa dan lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS 

atau LAZ hendaknya lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

terkait pemahaman pengelolaan zakat, terutama zakat produktif. 

Sosialisasi ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami zakat 

sebagai kewajiban ibadah konsumtif, tetapi juga sebagai sarana 

pemberdayaan ekonomi jangka panjang, melalui program-program seperti 

modal usaha produktif, pelatihan keterampilan, dan penguatan kapasitas 

ekonomi mustahik. 

2. Penguatan Kapasitas Lembaga Pengelola Zakat di Tingkat Desa 

Agar implementasi UU No. 23 Tahun 2011 berjalan optimal, 

diperlukan penguatan kelembagaan terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 

di Desa Roworejo. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelatihan 

SDM, pengelolaan administrasi zakat yang transparan, serta pemanfaatan 

teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan dan pendistribusian 

zakat secara profesional dan akuntabel. 

3. Kolaborasi Sinergis antara Pemerintah Desa, Lembaga Amil Zakat, dan 

Masyarakat 
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Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat akan lebih efektif 

apabila terjalin sinergi yang baik antara pemerintah desa, lembaga zakat, 

serta kelompok masyarakat. Perlu dibangun forum koordinasi rutin untuk 

memetakan potensi mustahik, merancang program pemberdayaan yang 

relevan dengan kebutuhan lokal, serta mengawasi implementasinya secara 

berkala agar zakat dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa. 
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Gambar 1. Wawancara dengan salah satu muzakki dari desa roworejo 

Gambar 2. Wawancara dengan salah satu mustahik dari desa roworejo 
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Gambar 3. Wawancara dengan salah satu mustahik dari desa roworejo 
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